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ABSTRAK  :  - Untuk menjalankan kewajiban daerah untuk melindungi konsumen dari produk 

yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya, serta untuk memberikan rasa 

aman dan kepastian hukum bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah 

dan daya saing bagi pelaku usaha dalam ekonomi syariah maka perlu adanya 

dasar hukum yang kuat agar proses pembinaan dan pengawasan produk halal di 

tingkat daerah dapat berjalan secara terarah dan mandiri. 

 
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; 

UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; 

UU No. 33 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 97 Tahun 2024; PP No. 86 Tahun 

2019; PP No. 42 Tahun 2024. 

 
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai fasilitasi pembinaan, perluasan 

akses informasi, dan pengawasan produk halal dan aman guna mewujudkan 

kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing selaras dengan Undang-

Undang. Selain itu, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat Kabupaten Cianjur dalam mengonsumsi produk, 

sekaligus memfasilitasi pelaku usaha melalui pembinaan dan kemudahan akses 

sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 
CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 

2025 

- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 

(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

- Penjelasan 3 hlm.  

 


